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ABSTRACT 

Implementation of Law Number 23 Year 2002 about the Protection for Children that guarantees to 
protect the children's rights (right of life, right to grow, protection and participation) has not been imple­
mented particularly in children dealing with the law in investigation process. Likewise it is with a joint 
decision between the Minister of Justice of Indonesia, Indonesian Minister of Manpower and Ministn; of 
Social Affairs Number: Mo.1 -PK.03.01 Year 1984, No. KEP/HUK/X/19984 on cooperation in the imple­
mentation of Training Programs for Prisoners and Social Rehabilitation Re-socialization Janner state Pris­
oners and children; and an agreement between the Director General of Social and Rehabilitation Services, 
Department of Social Affairs and Director General of Penitentian; Department of Justice and Human Rights 
RI, apparently still not understood. Policy implementation should be able to guide even; decision of the 
judges which should give priority to the best interests of the child and the legal values that developed in the 
community. The basic ideas are exploitation, cruelty, violence, threats of violence, or abuse of children 
during the proceedings should be avoided. To obtain feedback on the implementation of the policies carried 
out by using the techniques of research focused discussions with officials from the agencies goals and 
obseniations related to prison for children at Prison Pa'jo, Palembang. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai anak yang melakukan 
pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang 
berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak 
anak tersebut tidak dilindungi pada setiap 
tingkat pemeriksaan, mulai dari proses 
penyidikan hingga proses persidangan di 
pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus 
dihadapi yaitu adanya stigma dari masyarakat 
sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya 
don diasingkan oleh komunitas lingkungannya. 
Kondisi ini sangat berpengaruh pada 
perkembangan anak don masa depannya serta 
cukup memprihatinkan. 

ldealnya anak-anak tidak bisa dihukum 
dengan cara dipenjara. Penahanan don 
pemenjaraan harus menjadi upaya paling akhir 
don kalaupun terpaksa dilakukan harus untuk 
masa yang paling singkat. Seperti dihimbau 
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oleh Menteri Sosial pada berbagai kesempatan, 
beliau menekankan bahwa seti ap putusan 
hakim harus mengutamakan kepentingan 
terbaik bagi anak don nilai-nilai hukum yang 
berkembang di masyaraka t. Penahana n 
terhadap anak seharusnya tidak menempatkan 
anak pada Rumah Tahanan Negara tetapi 
melalui Panti-panti sosia l yang disediakan 
Depsos atau masyarakat. 

Kalaupun anak harus menjalani 
penahanan, maka t indakan hukum yang 
dilakukan terhadap mereka harus mempertim­
bangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini 
didasari asumsi bahwa anak tidak dapat 
melakukan kejahatan atau doli incopax dan 
tidak dapat secara penuh bertanggung jawab 
atas tindakannya. Apalagi meng ingat bahwa 
beban yang harus diterima anak jika menjalan i 
masa-masa penahanan, dia harus keluar dari 
sekolah, kehilangan masa-masa pendidikannya 
belum lagi masalah pelabela n pada anak. 
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Pemerintah telah mengupayokon berbagai 
penanganon anak berkonflik hukum, di 
antaranya mem berikan perlindungan khusus, 
melalui Lopas, Bapas don Ponti Sosial serta 
partisipasi masyarakat melalui LSM. Selain itu 
juga ado kebijakan don peraturan 
perundangan oleh pemerintah,di antaranya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menjamin 
terlindunginya hak-hak onak (hak Hidup, hak 
untuk tumbuh, perlindungan don partisipasi) 
belum dilaksanakan khususnya dalam proses 
penyidikan anak berhodapan dengan hukum; 
Keputusan bersama antara Menteri Kehakiman 
Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Indonesia don 
Menteri Sosial RI Nomor: Mo. l -PK.03.01 tahun 
1984, Nomor KEP/HUK/X/ 19984 tentang 
kerjasama dalam penyelenggaraan Program 
Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehobilitasi 
Sosia l Resosialisasi Bekas Narabidana don 
onak negoro; Kesepakatan bersamo antaro 
Direktur Jenderol Pelayanan don Rehabilitasi 
Sosial, Departemen Sos ial RI don Dirjen 
Pemasyarokatan Departemen Hukum don Hok 
Asasi Manuria RI Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 
don nomor : E.U.M 06.07-83 Tahun 2005 
Tentong Pelayo non don Rehabi litosi Sosial Anak 
d,dik Pemosyorokoton. 

Nomun sejouh mono implementasi 
kebijakan yang ado don bagaimana peron 
lembaga dalam penanganan permasalahan 
anak berhadapan dengan hukum, belum 
banyak diketahui. 

B . Tujuan dilaksanakan penelitian 
in i adalah : 

1. Teridentifikasi kesepakatan antar instansi: 
Dinos Sosial Provinsi, Kepolisian POLDA 
Sumatera Selatan, BAPAS, Ponti Marsudi 
Putra Dharma Phala (PSMPDP), FKPSM, 
Kanw il Dephuk don Ham, tentang 
penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum di Palembang. 

2. Te rident i fikas i Pemahaman tentang 
Penerapan SKB antaro Menteri Sosial RI, 
Menteri Kehakimon don Menteri Tenaga 
Kerja Nomor: M .Ol -P03.0l Tahun 1984, 
N o mo r : Kep .354/Men/1984 don 
Nomor: 63 / HUK/ X/1984 Tentang : 
Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Pro­
gram Lati~an Kerja Bagi Naropidano serta 

Rehobil itasi Sosial don Resosiolisasi Bekos 
Narapidano don Anak Negara di Daerah. 

3 . Teridentifikosi lmplementosi MOU antara 
Dirjen Pelayanan don Rehabilitosi Sosial 
Deportemen Sosial RI dengan Dirjen 
Pemasyarokatan Departemen Hukum don 
Hok Asasi Manusia RI Nomor: 20/ PRS-2/ 
KEP/2005 don Nomor: U.E.M 06.07-83 
Tahun 2005 Tentong Pelayonan don 
Rehabilitasi Sosial Anak Didik 
Pemasyarokotan. 

4 . Teridentifikasinya ken dalo dalam 
mengimplementosikan MOU tiga Menteri 
don MoU duo Dirjen . 

C . Metode Penelitian 

Penelitian 1n1 bersifat deskriptif 
menggunokan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan coro: 
Diskusi terfokus (FGD), pengamotan, don studi 
dokumen . Dis ku si dilakukan dengan 
menggunakan panduan yang ditujukan kepada 
instansi terkait yang dianggap memiliki program 
penanganon mosoloh onok berkonfl,k dengan 
hukum, seperti Palisi, Bapos, Dinkessos, Lopas 
don LSM sebagai informasi pendukung, Lopas 
Pokjo, Palembang men1od1 setting utama. 

Dori pene l, tion 1ni diha rap kan 
diperolehnya informasi tentang implementasi 
SKB tigo menteri don MOU doerah, informasi 
tentang peran Ponti Sosial, Kehakiman don 
Dinos Tenaga Keria don Tronsmigrasi dalam 
penyelenggaraan sistem hukum . Dan pada 
akhirnya dari hasil peneli t ian ini dapat 
direkomendasikan kebiiakan nasional yang 
diperl ukan o leh dae rah dalam sistem 
perlindunga n sos ia l bagi anak yang 
berhadapan dengon hukum 

D. Kerangka Konsep 

Pe nahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan 
Negara, Ca bong Ru mah Tahanan Negara atau 
d i tempat tertentu o leh penyidi k ataupun 
penuntut urn um atau hakim. Orang yang ditahan 
berarti setiop orang yang di rampas kebebasan 
pribadinya kecua li sebagai akibat hukuman 
karena suatu pelanggaran. Mengenai anak­
anak yang ditahan karena menunggu proses 
peradi lan, baik instrumen internasional maupun 
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instrumen lokal secara jelas menyatakan bahwa 
penahanan terhadap anak-anak yang disangka 
atau dituduh telah melakukan pelanggaran 
hukum pidana hanya boleh dilakukan sesuai 
hukum yang berlaku don hanya dapat 
dilaksanakan sebagai upaya terakhir don 
dalam waktu sesingkat mungkin dengan 
jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya 
sebagai orang yang ditahan don hak-haknya 
sebagai anak. 

Hak-hak anak yang ditahan di antaranya 
adalah hak untuk diperlakukan sebagai orang 
yang tidak bersalah, hak memperoleh semua 
bantuan yang diperlukan dalam setiap ta ha pan 
peradilan, ditahan dalam tempat yang khusus 
untuk anak, dipisahkan dari terpidana don hak 
pemenuhan kebutuhan khusus sesuai dengan 
usia don jenis kelaminnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan 
pemasyarakatan adalah bagian dari tata 
peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, 
pembinaan narapidana, anak negara don 
bi mbingan klien pemasyarakatan yang 
dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan 
bersama-sama dengan aparat penegak 
hukum) dengan tujuan aga r mereka setelah 
menjalani pidananya dapat kembali menjadi 
warga masyara kat yang baik. 

O rang yang dipenjaro berarti siopo pun 
yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai 
okibot hukuman kareno suotu pelanggoran. 
Meskipun instrumen internasional don instrumen 
loka l menyebutkan bahwa putusan pidana 
pen jara adalah pilihan terakhir don harus 
diputuskan dengan omot hati - hati dengon 
pertimbangan yang seksama bahwa tidak ado 
ol ternati f loin yang memadai untuk 
merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum 
pidana, tetapi realita menunj ukkan banyak 
anak-anak yang diberi hukuman penjara. 

Terhadop anak-anak ini telah diberikan hak 
atas jaminan standar perlokuan minimum o r­
ang-orang yang dipidano penjora don hoknyo 
sebagai anak. Hok tersebut di antaranya 
adalah hak ditahan di tempat yang khusus bagi 
anak don jaminan bo hwa onok-anak in i 
memperoleh manfaat atas program-program 
kegiatan yang dil akukan oleh lembaga, hok 
untuk tidak menjadi sasaran hukuman don 
pengonioyoon don jominon otos kebutuhon­
kebutuhannya yang khas sesuoi umur, jenis 
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kelomin, p elonggoron don minatnyo. 
Menghilangkan kebebason berarti bentuk 
penahanon atau hukuman penjoro apa pun 
atau penempatan seseorang pada suatu tempat 
penahanan, dimana orang tersebut tidak 
diperkenankan pergi sesukanyo, atas perintah 
suatu pihak kehokiman, administrasi atau pihak 
umum lainnya. Aturan-aturan nasional, baik 
yang berupa UU maupun Keputusan Menteri, 
menyatakan bohwo rumah tahanan adalah 
tempat bagi orang-orang yang ditahan untuk 
keperluon penyidikon don pemeriksaan perkara 
don Lembaga Pemasyarakatan (Lopas) adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana don anok did ik pemasyarakatan. 
Namun pada tingkatan empiris, terdapat 
sejumlah orang don anak-anak yang ditahan 
karena menunggu putusan pengadilan di 
dalam lembaga pemosyarakotan don di kantor­
kantor polisi, sebaliknya terdapat sejumlah or­
ang don anak-anak yang berstotus terhukum 
atau terp idana berada d i dalam rumah 
tahanan. 

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilon menjolani pidano di LAPAS 
Anok paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun; Anak Negara yoitu anak yang 
berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
pada negora untuk dididik don ditempatkan di 
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapanbelas) tahun; Anak Sipil yaitu anak 
yang atas permintaan orang tua atau wa linya 
mempero leh penetapan pengadilan untuk 
dididik d i LAPAS Anak pa ling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum, ia berhak mem peroleh perlindungan 
khu su s seperti tercantum dalam Undang ­
Undang Perlindungan Anak No . 23 Tahun 
2002, pada pasal 64 menyatakan bahwo (l) 
Pe rlind unga n khus us bogi anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 9 meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum don anak korban 
tindak pidana, merupakan kewaj iban don 
tanggung jawab pemerintah don masyarakat. 

Dalam ayat (2) dinyatakan: "Perlindungon 
khusus bagi onak yang berhada pan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) 
dilaksonakon melolu i: a . perlokuan atas anak 
secara manusiowi sesuai dengan mortabat don 
hak-hak anak; b . Penyedi aan petugas 
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pendamping khusus bagi anak sejak dini; c. 
penyediaan sarana don prasarana khusus; d. 
penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak; e. pemantauan don 
pencatatan terus-menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan 
dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang tua 
atau keluarga; g . pe rlindungan da ri 
pemberitaan identitas mela lui media massa 
untuk menghindari labelisasi. 

11. HASIL PENELITIAN 

A. Ga m ba ran Singkat Wilayah 
Kos us 

Kota Palembang sebagai kota metropo­
lis, tampaknya telah menjadi kota tujuan bagi 
masyara kat di daerah atau desa-desa di 
wilayah Su matera Selotan. Aktivitas 
perdagangan, seperti terlihat pada Pasar 16 
llir menarik perhatian masyarokat untuk mencari 
peruntungan, termasuk anak-anak yang dalam 
kesenariannyo ikut dituntut keluorgonyo untuk 
menghas1lka n uang bag i menopang 
keh1dupan keluargo mereko. 

Kirn yang menjadi mosolah utoma Kota 
Polernoang yang dampoknyo membios 
kemono-rnana adolah masolah sosial seperti 
r"'Oro<",a oe'lgem1s ja lanan, don pedagang 
i<Oi< mo vong su l1 t ditertibkan, sehi nggo 
be'dompok podo semokin semrawutnya orus 
au I n-::::s oada ceroagai wilayoh . Berdasorkon 
do-a co' D "'OS Kese1ahteraon Sos io l 
Po1ernbc.,g, ou ulian onak jolonon, pengemis, 
don oengarne" rnas1'l bonyok beroksi di 
beoerooo oere"'pa-an 1alon atau simpong 

1a an . Beoe'opa simpong yang banyok 
d kerurp1.,n pengamen, on;ora loin d1 simpong 
Rurnoh Sak · Chor ·as s moong kepolis1on 
daeroh potaa , s rnpong Jakoboring, don dekat 
Poser C nde. To•o um oh O'lOi< olonon don 
pengamen d1 Ko·o Pernpek n <T'el"copo1 seK1tor 
367 anok. Belum cg masc ch criaK noi<al yang 
•urrlahnya cukuo banyak d ko'o n1, yo tu 
se1um ah -444 anak D flkessos, 2006 . 

Para pengamen 1tu umumnya berus10 
belason tahun, sebag1an d1 bawah usia 10 

tohun, bahkan beberapa bocah berusia di 
bawah limo tohun juga ikut serto. Ado juga anak 
jo lanon yang berusia 20-an tahun. Mereka 
mengamen di perempato n jalan dengan 
menggunakan gitor, ketipung, atau "ecek-ecek" 
dori tutup bir yang dipa k u pada kayu. 
Berdasorkan pendotaan Dinkessos, jumlah 
anak jalanan berusia 7 - 18 tahun di Palembang 
soot ini 1 78 anak. Jumloh i tu menu r un 
dibandingkan 2005 yang mencapai 739 anak. 

Menu rut data yang berhasil dihimpun oleh 
Yayasan Puspa Indonesia Pa lembang, jumlah 
anak yang terlibat ko nflik hukum di Sumatera 
Selatan selama Januori-Maret 2007 sedikitnya 
ado 23 anak. Tahun 2006, konflik hukum yang 
melibatkan anak tercotat berjumlah l O l kasus, 
yang terbanyak terjadi di Palembang, 69 kasus 
(Kurniasori, 2007) . Usia pelaku yang kurang 
dari 18 tahun sebanyak 33 anak. Pada tahun 
2005, jumlah konflik hukum yang melibatkan 
anak mencapai 1 77 kasus. Jumlah tersebut 
dipero leh dari hasil pemontauon dari 
pemberitoan di media cetak. Bentuk konfl ik 
hukum yang melibatkan anak ado bermacam­
macam, antara lain pencurian, penganiayoan, 
penodongan, penjombreton, narkobo, hinggo 
pembunuhon. Usio para pelaku rota-rota 16-
1 7 tahun. Kosus terbonyok terjadi di Palembang, 
yaitu 18 kasus, sedongkon sisanya terjadi di 
Baturaja don Bonyuosin . Sebagion besar kasus 
yang melibatkan anak-anok tersebut ba ru 
berstatus dilaporkan atau diamankan. 

Sementara itu berdasarkan data sekunder 
yang diperoleh dari Poltabes Palembang tentong 
perkora pidana anak, antoro tahun 2000 s/d 
2003, terdaftor sejumlah 75 kasus onok. Dari 
keseluruhon tersongko anak tersebut ternyoto 
semuonyo dikenokon penohonan. 

Umumnyo keterli bo tan onok yang 
berkonflik dengon hukum untuk wilayoh propinsi 
Sumatera Seloton, bersumber pada kasus-kasus 
yang kebanyokan odoloh pencurian (23.58 %), 
norkobo (18 %), don penganioyaan (17 .07 %). 

Jumloh kasus onak berkonflik dengon 
hukum di Koto Palembang tompaknya cukup 
memprihotinkan sehingga perlu penanganon 
yang serius. Pemerintah di ontaranyo teloh 
mengupayokon berboga1 o !ternot if 
penyelesoion mosoloh o nok yang berkonflik 
dengon hukum ini, yang dilakukon dengan 
melibatkon beberapa institusi , di ontoranya 
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BAPAS, LAPAS, Dinos Kesejohteroon Sosiol, 
Kepolision don LSM. 

B. Pelaksanaan FGD 

FGD diloksonokan di aula kantor Dinos 
Sosial Provinsi Sumatera Selaton. Peserta terdiri 
dori instonsi: Dinos Sosiol Provinsi Sumatero 
Selatan (Kobid. Rehabilitasi Sosiol, Kasie 
Pelayanon don Rehabilitasi), Kepolisian 
{Kasubog TU Polda Sumotera Selatan, Stof 
Bi mos Polda Sumsel), Bapas PIG, Dinos Tenaga 
Kerjo don transmigrasi Provinsi Sumatera 
Selaton, Ponti Sosial Pamardi Putra Sumatera 
Selatan, LAPAS Anak Pa lembang, BAPAS, 
FKPSM don Kantor Wilayoh Departemen 
Hukum don Hok Asasi Manusio Sumatera 
Selaton . Topik diskusi odolah bagaimana 
peneropan SKB antoro Menteri Sosial RI, Menteri 
Kehakiman don Menteri Tenaga Kerjo Nomor: 
M.Ol-P03.0l tal.un 1984, Nomor: Kep.354/ 
Men/1984 don Nomor: 63/ HUK/X/1984 
tentang: Kerjasamo Dalom Penyelenggaroan 
Program Lotihon Kerjo Bagi Narapidono serta 
Rehabil itosi Sosial don Resosialisosi Bekos 
Narapidana don Anak Negara di Palembang 
don lm p lementasi MoU antara Dirjen 
Peloyanon don Rehabilitasi Sosial Departemen 
Sos iol RI dengon Dirjen Pemasyarakoton 
Departemen Hukum don Hok Asasi Manusia RI 
Nomor: 20/ PRS -2/KEP/2005 don Nomor : 
U.E.M 06.07-83 Tohun 2005 tentang Pelayonan 
don Reha bilitosi Sosial Anak Didik 
Pemasyorokatan. 

C . Gambaran Has ii Diskusi 

Pemerintah teloh mengupoyokan berbogai 
penonganon onak bermosolah dengan hukum, 
di ontoronyo memberikon perlindungan khusus 
mela lui Lopas, Bapos don Ponti Sosial serta 
portisiposi masyarakat melalui LSM. Nomun 
sejauh mono polo pena nganon atau 
mekonisme penangonan yang dilakukan o leh 
lembogo tersebut, belum bonyak diketahui. 
Untuk men jawab permosalohon tersebut, 
berikut adaloh pe ro n don keterlibaton 
beberapo instans i/lembogo dalom 
penanganan onak berhodopan dengon hukum, 
di ontaranya ada lah: 
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1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kla s 
I, Palembang 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I, 
Palembang terletak di jln. Kapt. A. Riva i, 
Palembang. Lembaga ini berdiri tahun 1970, 
hingga kini jangkauan wilayahnyo mencakup 
6 ibukota kabupaten don 2 kotamadya, yaitu 
Sekoyu, Bonyuosin, Palembang, Probumulih , 
OKI Kayu Agung, don Ogan llir. Dalam 
pelaksanaan kerjanya, BAPAS sering menerima 
permintaan dari kabupatem OKU Timur, don 
OKU Boturaja, yang seharusnya menjadi 
wilayah kerja Pemda Lahat. 

Berkaitan dengan profil anak binaon, 
menu rut data BAPAS dari bu Ian Januari hingga 
Juni 2007, anak yang melanggar hukum don 
sedang ditangani oleh BAPAS ado sejumlah 
200 kasus, ini yang sudoh dibuat penelition 
berkaitan dengan sidang peradi lan onak. 
Penangonan di antaranya adalah pembinaan 
berupa kursus-kursus yang tahun ini diadokan 
di Ogan Komering llir Tanjung Raja. Menurut 
Kasie Bimbingon Kl ien Anak - BAPAS, bentuk 
kerjasama atau koordinas i penanganon 
mosolah anak berkonflik dengan hukum belum 
ado Juklaknya, sehingga agak sulit melakukan 
kerjasamo dengan berbagai instonsi di wilayoh 
ini . Petugos BAPAS belum menerima Surat 
Edaran (MoU) tentang penanganan ABH, 
"Klien kami yang soot ini sedang do/am proses 
pembebasan bersyarat (PB), ado sejum/ah 21 
anak. Usia mereka antara 1 7 hingga 18 tahun 
don soot ini mereka berada di LP anak". Latar 
belakang pendidikan klien mereka adolah 1 0 
anak lulus SD, 5 anak lulus SLTP don l anak 
putus sekolah SLTP, 4 anak lulus SLTA don 1 anak 
putus sekolah SLTA. 

Kasus anak yang menjadi klien BAPAS 
kebanyakan adalah masalah narkoti ka (8 
anak), pembunuhan (8 anak), pemerkosaan (3 
anak), sisanya adalah kasus pencurian dengan 
kekerasan don penipuan. 

2. Dinos Kesejahteraan Sosial 

Salah satu badan milik pemerintah yang 
juga terkait langsung dengon penanganan ABH 
adalah Dinos Kesejahteroan Sosial (DinKesos . 
Soot ini Dinkesos Provinsi Sumotera Selaton OO'l.., 

memiliki data PMKS Anak (A. K so a 
sedangkan untuk data ABH secaro eng<op 
belum ado. Selain itu data mengena emoogo 
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panti/ LSM yang menangani ABH juga belum 
teridentifikasi secara spesifik o leh Dinkesos 
setempat. Data tentang pekerjo sosiol yang 
menangani ABH juga belum ado, Dinkesos 
hanya memil iki data pekerjo sosial secara 
umum. 

Dinkesos memiliki kebijokan don program 
sendiri dalam menangani ABH. Salah satu 
contoh kebijakan yang dimi liki Dinkesos adalah 
rrenj alin kerja soma dengon LAPAS, agar ABH 
do n N api dapat mengikuti bimbingan 
keterampilon. Program yang sudah dilakukan 
adala h program penompungon, pemulihan 
don rehabilitas i bag i A BH yang mengi kuti 
bimbi ngon mental don keterampilon . Syorot 
untuk meng ikuti program ini antora lain ABH 
telah selesa i atau telah menjoloni 2/ 3 moso 
tahanannya d1 LAPAS. 

Usaha preventif juga dilakukan Dinkesos 
untuk mencegah bertambahnya jumlah ABH. 
Hal ini dil a kukan dengon memberikon 
penyuluhan don sosiolisoi kepodo masyarakat, 
mengenrn masalah don penanganon ABH. Pro­
gram yang berjalan mosih belum memberikan 
feed bock seperti yang d iharapkan sebelumnya. 
Penyebabnya odaloh odonyo ketidoktepoto n 
woktu ontoro peleposan ABH dari LAPAS, 
dengon waktu penerimaan ABH poda ponti 
yang teloh ditunjuk, seperti d iungkopkon o leh 
soloh seorong pegawoi Dinkessos: 

"Pada soot men;elang akhir pembinaan 
anak d, Lopas, tidak tepat waktu deng an 
penyelenggaraan pelatihan di panti kita (kebetulan 
yang melakukan kerjasama odalah PSBR). Jodi 
pada soot anak keluardari Lopas, tidak bertepatan 
dengan waktu penerimoon di panti misolnyo anak­
anak keluar dari Lopas bu/an Mei sedangkan 
penerimaan anak di panti ado/ah Januari don Juli". 

Sumber do na untuk onggoran program 
yang di lokukon belum ado, sehinggo mosih 
menjadi peng hombot peloksonoan program. 
Ko nd isi tersebut diperkuat dengan belum 
adanya Juklok don Juknis tentong ABH, yang 
mengotur monito ring serta evaluasi terhodop 
kerj o soma Dinkesos dengon lembaga loin . Ha l 
ini menyebobkan sul itnyo dilokukon koordinosi 
untuk penongonon A BH dengon lembago la in. 

SK Di r jen. Ya nrehsos tentong multiple 
loyanan belum dimi liki ol eh Dinkesos. Padahal 
SK i ni sa ngot berp enga ru h te rh a da p 
pelaksanaan program yang d ilokukan oleh 

Dinkesos dalam penanganan ABH . Kondisi 
tersebut menyebabkan pihak Dinkesos sangat 
menyetu jui di lakukannya MoU dengan pihak­
pihak terkoit untu k mendukung pelaksanaan 
program . Salah satunya adaloh M o U yang 
di lakukan antoro Dephumham don Depsos, 
yang telah terealisasi sejak tahun 2006. 

Dalam penonganan ABH Dinkesos juga 
membutuhkan dukungan dari LSM/ Orsos yang 
benar-benar concern terhodop permosalahan 
tersebut. Hal ini diharapka n mampu 
memuncu lkon resto ra tive justice sehingga 
mosyarakot jugo memi li ki kepedu lion untuk 
terlibat dalam penanganan ABH. Selama ini 
RJ bel u m terlaksona d e ngan optimal 
dikarenakan tidak odanyo koordinasi yang jelas 
ontorinstonsi terkait . Dinkesos sangat 
mengharapkan agar di masa mendatang RJ 
dapat tumbuh dengan ba ik di seluruh wilayah 
Kotamadya Palembang. 

3. Ponti Sos ial Marsudi Putra Dharma 
Phala (PSMPDP) 

Ponti Sosiol Marsudi Putra Dharma Phalo 
(PSMPDP) terletak di JI Roya Kayu Agung (32 
k m ba rat daya Palemban g) , Kecamatan 
lndralaya, Kabupaten Ogan Komering llir (OKI), 
Sumatera Selatan. Tidak terli hat tanda-tanda 
yang menunju kkan ke naka la n, ya ng 
menga ntarkan mereka ke tempat yang berada 
di areal seluas 4,5 hektar itu. PSMPDP didirikan 
tahun l 98 1 bagi penyandang masalah sosial 
khusus ana k naka l. Topi kenaka la n l 00 
penghuninya ja ngan diasumsi serupa dengan 
kenaka lan anak-o nak sebayanyo di kota besa r. 
Dari catatan yang dimiliki Ponti, kebanyakan 
kenakolan mereko berkisor sekitar kasus tindok 
kriminol ringan don sedong seperti Mero kok, 
penc urian , miras, perkelohio n hi ngga 
penodongon. Dori l 00 onok yang dibino d i 
ponti ini, sebogion besa r (5 7 onak) 
berpendidikan SD, selebihnya SLTP (25) don 
SLTA 18 anok. 

Pont i memiliki jodwol bagi ABH untuk 
mengikuti pembinoon selomo berodo di ponti. 
Nomun jodwol tersebut belum dimi li ki ponti 
secoro tertu lis . Kegiotonnyo ontoro lain lebih 
poda peningkaton keterompi lon yang dapat 
menunjong usoho kerjo do n b imbingo n 
keagomaan. 
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4 . Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Anak Kelas IIA, Palembang 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II 
A terletak di Jin. lnsp. Marzuki KM 4 ,5 Ka bu paten 
Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. 
Masyarakat lebih mengenal lembaga ini 
dengan sebutan LAPAS Pa'Jo. Lembaga ini 
didirikan pada tahun 1973, dengan cakupan 
anak didik pemasyarakatan yang menjangkau 
seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kriteria anak 
didik pemasyarakatan yang ditangani sesua i 
dengan Protap . Pedoman Pembinaan don 
Pembimbingan LAPAS, yaitu a nak-anak yang 
mengalami masoloh dengan hukum dengon 
botas usio 18 tahun ke bowoh. 

Dolam memberi pembinoon kepodo anok 
didiknya, pihok LAPAS bekerja soma dengan 
pihok luor untuk menyediakan petugos 
pembimbing mental/ kerohonion . Sedongkan 
untuk pembimbing keterampi lan don guru, 
biasanya LAPAS meminta Bodon Lotihan Kerja 
u ntuk menye diaka n o rang- o rang yang 
dionggap berkompeten di bidongnya . Sela in 
itu LAPAS juga bekeqosomo dengan Dinkesos 
don Dinkes. 

Soot ini jumloh penghuni LAPAS ado 426 
orang onok didik, sedangkan daya tampung 
LAPAS odolah 500 orang. M ereka terdiri dari 
257 orang Anak Pidana (AP), 2 o rang Anak 
Negara (AN), 167 orang onak Terlantar (AT), 
don untuk Anak Sipil (AS) tidak ado. Sedangkan 
onak didik yang berada di luor LAPAS untuk 
soot ini belum ado. Berdasarkan jenis kelamin 
anak d idik LAPAS Palembang semuanyo berjenis 
kelamin laki -laki . 

Tindak pidana yang dilakukan anak did ik 
LAPAS Palembang sangat bervariasi, di 
ontaranya: pencurian don pemberotan, 
pencurian dengon kekerasan, penganioyoon 
don pembunuhan. Terbonyak odolah kasus 
pencurion don pemberotan. 

Menurut beberapa anok didik,"Koyoknyo 
gak semua anok di LAPAS tergolong anak nokal 
(ABH). Ada ;uga tuh yang mosuk LAPAS karena 
masaloh sepele . Misolnyo tertangkop men;ual 
narkoba, podahal niat owolnyo honyo untuk 
mencari ma kan kore no tida k punya peker;aan 
lain." 

"Bene r-bene r. ... woktu itu soya iuga udoh 
bilang gak berani ;ual napza soolnyo 
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bertentangan dengan hukum. To pi m o u 
bogaimano logi, soya ;uga butuh uang buat hidup. 
Jodi soya ngelakuin semua itu supaya bisa gak 
kelaparan ." Kata sol ah seorang onak yang 
kebetulan tertangkap poda soot melokukan juol 
beli nopzo. 

Ada kecenderungan masyarakat umum 
menghakimi ABH dengan memberikan stigma 
atou la bel yang buruk . Padaha l dari duo 
pendapat tersebut, setidaknya dopot sediki t 
menggambarkon bohwo ado kemungkinan 
tindak kri m inal yang dilaku kan bukonlah 
keinginan langsung dari diri pelaku. 
Pertimbangon akan adanya faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi t i ndakon tersebut, 
seharusnyo menjadi masukan bagi pengadilan 
dalam memutuskan sebuah perkoro . 

Anak didik yang soot ini berada dalom 
Lopas berkisor antara usio 12-18 tohun. Podo 
soot d ilakukan pengamoton di lingkungan 
Lopas, terlihat ado anak yang ternyata usianyo 
21 hingga 23 tahun. Sehorusnyo mereka tidak 
lagi berada di Lopas ana k, tetapi mereka 
memberi a lasan bahwa di lingkungan Lopas 
ini mereko diberikon tugas khusus yo itu sebogoi 
petugos kebersihon lingkungon Lopas otau ado 
jugo yang diberi tugos sebogai pengowos bogi 
onok binoan loinnyo. 

Pembi noan bogi noropidana di dalam 
Lembogo Pemosyorokoton bertujuon untuk lebih 
bonyok memberikon bekal bogi binoonnya 
dalam menyo ngsong kehidupon setelah seleso i 
men joloni moso hukuman (bebos). Utamonya 
odoloh dapat mengemba likon onok-onok ke 
mosya rokat, sehinggo mereka tidak menjadi 
residivis yang mengulong i perilaku-perilaku 
yang bertentongon dengon hukum. Pembinoon 
yan g d il a kukon didasorkon podo Polo 
Pembinaon yang berlaku secoro umum. Pola 
ini ado duo yoitu pembinoon kepribadion yang 
ditujukon untuk memulihkon ro honi onok didik 
don pembinoan kemandiri an yang d ilakukan 
dalom bimbingon kerja. 

Secora umum Lo pas masih melakukon 
kerjo soma dengan pihak luar yang tujuonnyo 
adalah untu k m en u njo ng ke berhas 'er 
pelayonon yang diberikan kepado anok c d1k 
Pihok-pihok yang terkoit ontara lain Depnaker 
BLK, Depag, Dinkesos don Dinkes. 
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5. Kepo lisian Daerah 

lnstitusi kepolision merupakon institusi 
negoro yang pertomo kali melakukon intervensi 
terhadap anak yang berkonfl ik dengan hukum. 
Penongkopan, penohonon, penyelid ikan, don 
penyidikan merupakan kewenangon kepolisian 
untuk menegakkan sistem peradilon pidona 
onok . Dalom menjalankan tugasnya kepolisian 
diberi kan kewenangan diskresi (d;scret;onary 
powe r ) . Kewena nga n d iskres i adalah 
kewenangan legal d i mono kepolis ion berhok 
untuk meneruskon atau tidak meneruskan suatu 
perkara . Berdasarkan kewenangon ini pula 
kepo lisian dopat m enga li hkon (d;versjon) 
terhodap suatu perkara anak sehinggo anok 
tidak periu berhadapan dengan penyelesoion 
pengadilan pidana secoro formal. 

Palisi dolom rongko pemeriksoon 
terhodop onok yang terl ibat ti ndak kriminal, 
dapat mel ibotkan Bado n Pene litia n don 
Pemasyakatan (BAPAS) yang berada di bawah 
Departemen Kehakimon sesuoi dengon UU 
Peradilan Anak tahun 1979. Palisi tidak bisa 
memeriksa sendiri dolam menangani kasus anak 
bermosalah dengan hukum. Dalam UU tersebut 
mengatur bagaimana proses penyidikan mulai 
dari pemenksoan, penyidikan, penuntuton 
hingga peradilan terhadap pelaku anak-anak 
mempunya i mekanisme don oturan tersendiri, 
dari mulai pemeriksaan awal BAPAS dilibatkan. 
"Apabila t idak dilibatkan maka pemeriksaon 
akon bata l demi hukum," ini dikatakon oleh 
seorang dosen Fakultas Hukum Universi tos 
Sriwijaya, Ruben Achmad, SH.,M H. (Achmad, 
2006) Palis i bersama -sama dengan BAPAS 
dalam pemeriksaan kasus pidana selonjutnya 
akan melakukan penelitian masyarakat (Litmas) 
tentang latar belakong pelaku . Hosilnya okan 
disera h kan kepada penyid ik hingga 
pemeriksaan o leh hokim dalam suotu sidong 
pengodilon . Dalam sidang pengadilan pun 
diatur tersendiri, yang berbeda dengan sidang 
sebogo imona lozimnya. 

D. Faktor Pend uku ng d on Pen g­
hambat 

Be,dasarkan wawanca ra mendolam 
dengari pe1abat Dinos Sosial, BAPAS kelos I, 
Kasubag Timas Polda SUMSEL, FKPSM, Ponti 
S0s1o , Pamard1 Putra Palembang, dikatakan 

bahwa implementosi M o U tiga Menteri belum 
terloksona di daerah. Salah satu a lasannya 
adalah belum adanya koordinasi antar instansi 
dalam penanganan anak berkonfl ik dengon 
hukum. lmplementasi dari MoU tiga Menteri 
tersebut ditindak lanjuti dengan MoU antoro 
Dirjen Pelayonan don Rehabilitasi Sosial dengan 
Dirjen Pemasyarakatan Nomor: 20/ PRS-/ KEP/ 
2005 don Nomor: Eum 06.07-83 Tohun 2005 
Tentang Pelayanan don rehabil itosi Sosiol Anak 
Didik Pemasyarokatan. 

Hasi I FGD me nyebu t kon bohwa 
penjabaran MoU belum ditindaklanjuti dengan 
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan atau 
Pera turan Daerah tentang Pelayanan don 
Rehabil itasi Sosial Anak Didik Permasyarakatan 
dolom upayo Perlindungon Sosial kepodo onok 
yang berhadapan dengan hukum. Menurut 
beberapa peserta FGD masing -masing instonsi 
terkait memi l iki Petun juk Pelaksanaan don 
Petunjuk Teknis seboga i pedomon da lam 
penanganan a nak be rhadapan dengan 
hukum. lmplementosi M o U tersebut harus ado 
kesepakatan don koordinasi karena menyangkut 
proses, kerjosama, dengon instonsi terkoit seperti 
kepolisian, pihak pengadilan anak, Kejaksaan, 
serta BAPAS. 

Kendala dalam mengimplementasikan 
MoU menurut pihak Dinos Sosial Provinsi 
a d olah penanganan anak be rhadapan 
denga n hukum belum melibatkan p ihak 
kepolisian don pengodi lon khususnyo 
pengadilan a nak, pad ahal keduo instonsi 
tersebut mempunyai peran di awal peloyonan 
yokni memberikon pendampingan pada anak 
pada saat di proses di kepolisian, dalam proses 
pemeriksaan anak yang berhadapan dengan 
hukum harus dalam suosana kekeluargaan don 
setiap onak berhak didampingi oleh penasehat 
hukum. Sedangkon pihak kejoksaon sedapat 
mungki n t idak memen jorakan anok, otau 
tempat tahanan anak horus terpisah dari 
tahanan orang dewasa atau mencarikan upoya 
al ihan. 

Kendala dalom mengimplementosikon 
M o U Di rjen Pelayanan don Rehabilitasi Sosial 
dengan Dirjen Pemasyarokaton Nomor : 20/ 
PRS-2/ KE P/2005 don Nomor : EUM 06.07-83 
Tahun 2005 Tentang Pelayanan don Rehabilitasi 
Sosial Anok Didik Mosyorakat disebutkan dalam 
Bab V pasal 6 ayat 3 (d) bahwa setelah tiba 
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soot anak dikeluarkan dari Lopas anak karena 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat, maka 
Kepala Lopas menyerahkan anak kepada Ponti 
Sosial melalui petugas Bapas. Pada soot itu 
peran pekerja sosial PSMP harusnya sangat 
diharapkan. Mereka harus dapat menjemput 
bola. Namun hal ini belum dapat di laksanakan 
karena tidak ado mekanisme yang jelas dalam 
pengaturannya. 

E. Sara n don Masuka n 

l. Penahanan terhadap anak seharusnya 
tidak menempatkan anak podo Rumah 
Tahanan Negara tetopi melolui Ponti-panti 
Sosial yang disediokon Depsos otou 
masyarokat. Pada soot sidong anakpun, 
dilakukon tidok hanya di tempot tertutup, 
tetapi juga horus di tempat yang membuat 
onok tidak menjodi tokut atau trauma, 
horus dolam suosono kekeluargoan don 
setiap anak berhok didampingi oleh 
penasehot hukum. Adapun botosan usio 
minimum onak yang dopot di proses perlu 
disesuaikon dengan ketentuan hukum 
internasional yoitu 12 tahun . 

2. Dalam menongani kasus anak 
bermasalah dengan hukum harus ado 
kesepokotan don koord1nasi karena 
menyangkut proses, kerjasama, dengan 
instansi terkait seperti kepolisian, pihak 
pengadilan anok, Ke1aksaan, serta BAPAS. 
lni harus tertera d1 dalam kesepokatan I 
MoU Pimpinan antor instans;_ 

3 . Pen jaboran MoU harus ditindaklanjuti 
dengon Keputusan Gubernur atau 
Peraturan Daerah tentang Pelayanan don 

4. 
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Rehabi li tasi Sosial Anak Didik 
Permasyara ka tan dolam upaya 
Perlindungan Sosial kepado anak yang 
berhadopan dengon hukum. 

Sosial isosi MoU terhadap semua instonsi 
yang te rkai t terutama di Kepolision, 
Pengadilan don Kejaksaan. 

I l l. ANALISIS HAS IL 
PELAKSANAAN KEG IATAN 

Sebagai anak yan g melakukan 
pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang 
berhadapan dengan hukum), seringkal i hok-hak 
anak tersebut t idak dilindungi pada setiap 
tingkat pemeriksaan, mulai dari proses 
penyidikan hingga proses pers idangan di 
pengadilan. Belum lagi situasi la in yang harus 
dihadopi yaitu adanya stigma dari masyarokat 
sebogai penjahat, harus keluar dari sekolahnya 
don diasingkan oleh kamunitas lingkungannya. 
Kondisi ini sangot berpengaru h pada 
perkembangan anak don maso depannya serta 
cukup memprihotinkan. 

ldeolnya anak-anak tidok biso dihukum 
dengan coro dipenjara. Penahanan don 
pemenjaraan harus menjadi upaya poling akhir 
don kolaupun terpaksa dilakukan harus untuk 
masa yang paling singkot. Seperti dihimbau 
oleh Menteri Sosial pada berbagai kesempatan, 
beliau menekankan bahwo setiap putusa n 
hakim harus mengutamakan kepentingan 
terbaik bogi onak don nilai-nilai hukum yang 
berkembang di masyara kat . Penaha nan 
terhadap anak seharusnya t idak menempatkan 
anak pada Rumoh Tahanon N egara tetap i 
melalui Panti -panti sosia l ya ng disediakan 
Depsos otau masyarakat. Kalaupun anak harus 
menjalani penohanan, mako tindakan hukum 
yang dilakuka n te rhada p mereka ha rus 
mempertimbangkan kepent ingan terba ik anak. 
Hal ini didasari osumsi bohwo anak tidak dapat 
melakukan kejahotan atou do/i incopax don 
tidak dapat seca ra penuh bertonggung jowab 
atos tindakannya. Apo logi mengingat bahwo 
beban yang harus diterima anak jiko menjolani 
masa-masa penahanon, dia horus keluor dori 
sekolah, kehilangon masa-maso pendidikannya 
belum lagi masaloh pelabelan pada anak. 

lmplementasi Surat Keputusan Bersamo 
Antara Menteri Sosial RI, Menteri Kehakimon 
dengon M enteri Tenaga Kerja N omor: M .Ol -
Pk.03.01 Tahun 1984, Nomor: Kep.354/Men/ 
1984 don Nomor: 63/ H UK/ X/ 1984 Tentang 
Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program 
Latihan Kerjo Bagi Narapidana serto Rehabilitasi 
Sosial don Resosialisosi Bekas Narapidana don 
anak negara di daerah : 
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Menurut Pejabat Dinos Sosial, Seksi 
Rehabilitasi Sosial, pemahaman tentang surat 
keputusan ketiga Menteri tersebut telah 
dilaksanakan namun belum ado koordinasi 
dalam pelaksanaan. Masing-masing instansi 
terkait memiliki tanggungjawab dalam 
pelatihan onak yang berkonflik dengan hukum 
sesua i dengan pedoman masing-masing 
instansi terkait. Misalnya : 

l. Departemen Kehakiman menyediakan 
data tentang anak yang berkonflik dengan 
hukum yang telah selesai menjalani masa 
pidana atau masa tindakan sebagai 
peserta latihan; khusus BAPAS memiliki 
tugas mendampingi anak di kepolisian, 
mendamping i anak di persidangan, don 
membimbing anak dalam masa PB/CMB 

2. Departemen Tenaga Kerja menyediakan 
peralatan, bahan latihan don perleng­
kapan latihan serta instruktur sesuai dengan 
kete rampilan anak ya ng berkonflik 
dengan hukum . 

3. Departemen So sia l, melaksanakan 
rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum 
agar dapat kembali ke masyarakat 
dengan memberikan bantuan peralatan 
ker ja don modal kerja untuk berwira­
swasta. 

Mekanisme penyerahan anak bermasalah 
dengan hukum diawali dengan penelitian oleh 
pet ugas BAPAS tentan g proses keja dian. 
Selanjutnya hasil penelitian BAPAS dibacakan 
pada so ot sid ang, don pihak BAPAS 
mengajukan permohonan keringan hukuman 
dengan pertimbangan untuk kepentingan 
tumbuh kembang anak dengan menyerahkan 
pembinaan anak ke Ponti Sosia l. Kendalanya 
dalam MoU yang ado soot ini pihak Pengadilan 
don Hakim be lum terl ibat sehingga belum 
dijelaskan bentuk koordinasi antara Bapas, 
Hakim don Ponti Sosial da lam penanganan 
anak yang bermasalah dengan hukum. 

Demikian pula dengan Kepolisian di 
Palembang, menurut pihak kepolisian (Kasubag 
TU Polda Sumaterta Selata n) belum pernah 
cfil,ootka'l dalom pembahasan don sosia lisasi 
tentang MoU Menteri Sosial, Menteri 
Kehak1man don Menteri Tenaga Kerja serta MoU 
D1qen Pelayanan don Rehabilitasi Sosial don 

Di r jen Pemosyarakatan. Padaha l dalom 
Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 1979 
salah satu pasalnya menyebutkan bahwa 
proses penyidikan mulai dari pemeriksaan, 
penyidikan, penuntutan hingga peradilan 
terhadap pelaku anak-anak akan melibatkan 
pihak BAPAS don apabila ti dak melibatkan 
BAPAS maka pemeriksaan akan batal demi 
hukum. Namun kenya ta an di lapangan 
keputusan hasi l pemeriksaan po l isi belum 
berdasarkan penyidikan BAPAS. 

Menurut kasie Pelayanan don Rehabili tasi 
Provinsi Sumatera Selatan, pemahaman tentang 
MoU tiga menteri sesuai dengan tugas don 
wewenang masing -masing instansi . Set iap 
instansi memil iki pedoman dalam melaksa­
nakan pelayanan bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum . Namun kesepakatan yang 
berkaitan dengan koordinasi dalam pemberian 
pelayanan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum belum a do r inc ia n don 
penjelasan, khususnya mengenai mekanisme 
dalam melaksanakan rujukan mulai dari proses 
penyidikan di kepolisian sam pai proses 
persidangan hingga rujukan anak berhadapan 
dengan hukum dimasukkan ke Ponti . 

Pelaksanaon pelatihan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum antara masing ­
masing instansi memiliki pedoman, juklak don 
juknis sendiri sesuai dengan kebijakan Menteri 
mosing-masing. Sebogoi contoh dalam MoU 
pelaksanaan pelotiha n di laksanakan oleh 
Depnaker don peserta disediakan oleh Lopas . 
Namun di Lopas sendiri terdapat aturan bahwa 
di dalam lapas tidak dapat diloksanakan vo­
cational training (pelatihon keterampilon sesuoi 
dengon kebutuhon posor don minat peserto) 
namun diberikan pelatihon yang sifatnya parsial 
don di laksanakan di da lam pen jara . Jenis 
pelatihan yang diberikan adalah membuat sikat 
don sapu. 

Pihak kepolisian menyatakan bahwa 
mereka tidak terlibat dalam pembuatan MoU 
baik di tingkat Menteri maupun di tingkat Dirjen. 
Sebaiknya dilaksanaka n sosial isasi MoU 
terhadap semua instansi yang terkait terutama 
di kepolisian, Pengadilan don kejaksaan . Hal 
tersebut sangat penting karena di kepolis1an 
dimulainya anak berhadapan dengan hukum 
di proses don d ipengadi lan dilaksanokan proses 
pemutusan hukuman. Pada duo instansi tersebu· 
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belum dijeloskon secoro rinc i mengenai 
perlindungon terhodop hok-hak onok. 

Hosil diskusi tentong peron pekerjo sosial 
koreksionol tidok didapatkan informosi yang 
jelas tentong peron mereko dolom pemberion 
peloyonon terhodop onok yang berhodopon 
dengon hukum. Mereko mosih 
mempertonyokon opa don siopokoh yang 
dimoksud dengon pekerjo sosiol koreksionol. 
Sementoro Kepolision, Bopos, Lopas sudoh 
memiliki pendomping onok dolom proses 
penyid i kon yang disebut pembimbing 
kemosyorokotan. Menurut Dinos Sosial Provinsi, 
pekerjo sosiol merupokon pejobot fungsionol 
di lingkungon kontor provinsi. Tugos don Peron 
mereko dolam penongonon onok berkonflik 
dengon hukum odo loh mendompingi onok 
selomo onak d i Ponti Sosiol. ldeolnyo memong 
seteloh mereko selesoi moso hukumon di 
penjoro moko pekerjo sosiol menjemput ke 
Lopas don diberikon keterompilon sesuo i 
dengon kebutuhon di Boloi Lotihon Kerjo Dinos 
Sosiol yang bekerjo soma dengon Dinos 
Tenaga don Transmigrosi . Nomun dalom 
kenyataon ini belum dopot dilokukan. 

Dori diskusi tersebut, pemohomon peserto 
FGD tentong peron don tugos Pekerja Sosial 
Koreksi onal dolom penanganan anak 
berhodopan dengon hukum, belum jelos . 
Me reko mosih mempertonyakan tentong 
eksistensi sebogoi pekerjo sosiol. 

IV. PENUTUP 

Ad a beberopa deportemen yang 
menongoni mosaloh onok. Nomun depor­
temen-deportemen tersebut belum bersinergi 
don berkoordinosi secoro terintegrosi dolom 
menongani mosaloh onok. Apa yang d1lokukon 
oleh deportemen-deportemen tersebut honyo 
sebatas kebi jakon, bukon dolom monitoring. 

Perongkat perundong-undongon di Indo­
nesia yang mengatur tentang perlindungan 
anok, sebetulnyo sudoh lebih mo ju 
dibondingkon dengan negoro-negaro loi n. 
Nomun tompaknyo kerjosomo ontar instansi 
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atou lembaga terkoit terhadop pemenuhan hak 
don perlindungon onak belum terlaksono 
dengan prinsip demi kepentingon terbaik bogi 
onok. Aparot penegok hukum selamo ini jugo 
belum memiliki respon yang tinggi terhodop 
perlindungon onok. Mereko tidak menempotkon 
mosoloh perlindungon onok sebogai prioritos 
utama. 

lni terjadi koreno ku rongnyo pemohomon 
terhodop UU Nomor 23 Tohun 2002 tentong 
Perlindungon Anok {PA) don peroturon lainnya 
yang terkoit onok, opalog i dengon MoU ontoro 
Dir jen Pelayonon don Rehabilitosi Sos iol 
Deportemen Sosiol RI dengan Dirjen 
Pemasyarokoton Departemen Hukum don Hok 
Asosi Monusia RI Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 
don Nomor : U.E.M 06.07-83 Tohun 2005 
Tentong Pelayo non don Rehobilitosi Sosial Anok 
Didik Pemasyarakoton, don SKB ontoro Menteri 
Sosial RI, Menteri Kehakimon don Menteri 
Tenaga Kerjo Nomor : M.Ol-P03.0l Tahun 
1984, Nomor : Kep.354/Men/ 1984 don 
Nomor: 63/ HUK/X/1984. Sosiolisosi terhadap 
UU PA, MoU don SKB tigo Menteri, mos ih 
songot minim. 

Seperti ditekonkon oleh Menteri Sosiol, 
dolom menyelesoikan revisi UU No. 3/1997, 
bohwo setiop putuson hokim horus 
mengutomokon kepentingon terboik bogi onok 
don niloi-nilai hukum yang berkembong di 
mosyarokot. Eksploitosi , kekejamon, kekeroson, 
oncomon kekerason, atou pengo niayaan 
terhodap onok selomo proses persidongan 
harus dihindori . Dal om kerongko in i , 
pendekoton kesejahteraon dopat dijod ikan 
sebogai dosor filosofi penongonon terhodop 
pelonggoron hukum usia onok. Pado prinsipnya 
pendekoton ini didosari argumentosi bohwo : 
Anok-onok dionggop be lum mengerti benar 
kesol ohan yang teloh diperbuot, seh inggo 
sudoh sepontasnya d iberikon pengurangan 
hukuman, serto pembedoon pemberion 
hukumon bogi anak-o nak d engan o rang 
dewoso; don bi la _dibandingkon dengon orang 
dewasa, anak-anok diyokini lebih mudoh 
dibino don disodorkan. 
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